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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementas
Kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan
Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi
kemasyarakatan (Studi Di Kantor KESBANGPOL Provinsi NTB) , ada
beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

3. Kewenangan Kesbangpol Provinsi NTB berdasarkan Permendagri No.
56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan.
(ORMAS) sudah berjalan mengikuti PerUndang-Undangan dengan
adanya Peraturan Menteri Dalam Negri No. 57 Tahun 2017 tentang
pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat dan
Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi
masyarakat sertas keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021
tentang pembentukan tim terpadu penanganan ormas untuk pelaksanaan
UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

4. Implementasi kewenangan Kesbangpol di Provinsi NTB data ormas yang
terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya, dapat disimpulkan
kinerja kesbangpol sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 56
Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu mulai
dari menjalankan peraturan Daerah dalam rangka mengatur ormas yang
ada di NTB dan peraturan Menteri dalam Negri tentang pendaftaran dan
pengelolaan  sistem informas organisasi kemasyarakatan agar
terlaksanakannya peraturan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi
masyarakat. Contohnya adalah memberi sanksi administratif bagi ormas
yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat,
membentuk Tim Terpadu Penanganan Ormas untuk mengawasi
pergerakan ormas, melakukan pembinaan kepada ormas yang belum
terdaftar, dan juga kesbangpol berwenanga mengusulkan pembubaran
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ormas yang mencederai dan menghambat HAM serta masyarakat lainnya
kepada Mentri yang menyelenggarakan di Bidang Hukum dan HAM dan

dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penelitian yaitu :

1. Diharapkan untuk kedepannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Dalam
Negeri dan Peraturan Gubernur diperbaharui karena peraturan-peraturan
tersebut masih mengatur tentang pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan padahal Undang-Undang terbarunya
sudah ada yaitu UU No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat
karna didalam Undang-Undang terbaru banyak Pasal-Pasal yang telah di
perbaharui  dan dihapus dikarenakan belum mengatur secara
komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan pancasila
dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan
sanksi yang efektif. Jadi kewenangan kesbangpol masih banyak merujuk
pada pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

2. Diharapkan untuk kedepannya Kesbangpol agar lebih meningkatkan
pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang belum mendaftar dan
ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di
masyarakat yang ada di NTB guna mendeteksi dini dan cegah dini
potensi konflik di kalangan masyarakat, karna dari data ormas yang
terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya. Sebaiknya dalam
wawancara bisa menambah informan dari masyarakat dalam
pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang
merasakan langsung dampak dari adanya organisasi ini serta masyarakat
bisa menilai pertanggungjawaban Kesbangpol dalam pengawasan
organisasi masyarakat. Semoga kedepannya Kesbangpol lebih terbuka

terhadap peneliti yang bertanya tentang data-data yang diperlukan buat
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penelitian, seperti data ormas yang sudah berbadan hukan atau belum
berbadan hukum, data ormas yang sering bermasalah, data ormas yang
telah diberikan sanksi dan data ormas yang telah dibubarkan di Provinsi

NTB, agar peneliti lebih jelas menjelaskan kewenangan Kesbangpol.
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